
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2004

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV (PT INHUTANI IV)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan,
maka Dana Reboisasi Tahun Buku 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998 dan 1999 yang telah tertanam dan dibukukan sebagai
modal di dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan
Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) perlu ditetapkan sebagai
penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV
(PT Inhutani IV);

b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan Negara,
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana
telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar
1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 30);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);

8. Peraturan…
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada
Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV (PT
INHUTANI IV).

BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal
Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) yang didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991.

Pasal 2
(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 berasal dari penyaluran Dana Reboisasi Tahun Buku
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 dan 1999.

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sebesar Rp84.253.771.409,00 (delapan puluh empat
miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu
ribu empat ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 3
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal
saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri
Hutan IV (PT Inhutani IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2003, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku.

BAB III…


